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PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG

KRITERIA PENENTUAN TIPOLOGI KEJAKSAAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

i
"

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Kejaksaan Republik Indonesia perlu  dilakukan
penguatan  dan pengembangan pola organisasi
Kejaksaan Negerli dengan menetapkan  kniteria
tipologinya;

bahwa Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-
011/JA/01/15997 tentang Kriteria Tipologi Kejaksaan
Negerni Tipe A dan Tipe B sudah tidak sesual dengan
kebutuhan pengembangan pola organisasi Kejaksaan
Nepgeri;

hahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan Kejaksaan tentang Kriteria

Penentuan Tipclogl Kejaksaan Negers;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia



Menetapkan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
NMomer 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomeor &3);

3. Peraturan Jaksa Apung Nomor: PER-006/A/JA/
07 /2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1069) scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kejaksaan Nomor & Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor
PER-OU6/ASJA/OY /2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSEAN:
PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG KRITERIA PENENTUAN
TIPOLOGI KEJAKSAAN NEGERI.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan im vang dimaksud dengan:

1. Tipologi Kejaksaan Negeri yang selanjumya disebut
Tipologi adalah pengelompokan organisasi Kejaksaan
Negeri dalam satu tingkatan orpganisasi vang sama
berdasarkan perbedaan struktur  dan komposisi

organisasl.

2. Nilai Akhir Tipologi adalah nilai yang telah ditetapkan

dengan cara mengalikan bebot dimensi vang selanjutnya
disingkat (d) dan indeks vang selanjutnya disingkat (i)
sehingga menghasilkan sebuah nilai studi kelayakan
vang diperoleh berdasarkan perhitungan Nilan Akhir
Tipologi.



Pemrakarsa adalah unit kerja Kejaksaan Negeri yang
mengajukan usulan peningkatan Tipologt Kejaksaan
Negeri.

Tim Teknis adalah tim vang dibentuk oleh Jaksa Agung
dalam rangka pengembangan organisasi Kejaksaan
termasuk peningkatan tipologi organisasi di Kejaksaan.

Pasal 2

Prinsip dalam Peraturan Kejaksaan ini adalah:

SEEE

0

legalitas;
transparan,
proporsional;
elektivitas; dan
akuntabel.

BAB I
SUSUNAN DAN SYARAT PENINGKATAN TIPOLOGI

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 3

Susunan Tipologi terdiri atas:

=

b.

Kejaksaan Negeri Tipe A; dan
Kejaksaan Negeri Tipe B.

Pasal 4

Kejaksaan Negeri Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf a harus memenuhi kriteria:

.
b.

nilai pencapaian kinerja minimal 90 {sembilan puluh};
persentase realisasi anggaran minimal 90% (sembilan
puluh persen); dan

unsur dalam perhitungan Nilai Akhir Tipologi lebih dari
atau sama dengan 5,25 (lima koma dua puluh lima).
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Bagian Kedua
Peningkatan Tipologi

Pasal 5
Kejaksaan Negeri dapat dilakukan peningkatan Tipologi.
Peningkatan Tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan cara meningkatkan Tipologi Tipe B
menjadi Tipe A setelah dinyatakan memenuhi
persyaratan dan kriteria berdasarkan Peraturan

Hejaksaan ini.

Pasal &

Persyaratan peningkatan Tipologi meliputi:

a. adanya proposal vang dilengkapi dengan formulir
indikator peningkatan tipe Kejaksaan Negeri dan
pemrakarsa; dan

b. telah memenuhi kriteria sebapaimana dimaksud
cdalam Pasal 4 setiap tahunnya selama 2 (dua) tahun
terakhir,

Bentuk dan format preposal dan formulir indikator

peningkatan Tipologl sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a tercantum dalam Lampiran vang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

BAB II1
VARIABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIE TIPOLOGI

Pagal 7
Nilai Akhir Tipologi dihitung berdasarkan dimensi,
bobot, indikator, dan indeks sebagai berikut:

a. penanganan perkara tindak pidana umum dengan

bobot 25% {dua puluh lima persen) terdiri atas:
1. penerimaan Sural Perintah Dimulainya
Penvidikan (SPDP) dalam 1 (satu) tahun meliputi:
a) lebih dari atau sama dengan 644 (enam ratus
empat puluh empat] SPDP diberi indeks 9

[sembilan);



k)

d)

e)

483 [empat ratus delapan puluh tiga) sampai
dengan 643 (enam ratus empat puluh tiga)
SPDP dibeni indeks 7 (tujuh);

322 (uga ratus dua puluh dua) sampeai
dengan 482 (empat ratus delapan puluh dua)
SPDP diberi indeks 5 (limal;

161 ([seratus enam pulubh satu) sampai
dengan 321 [tiga ratus dua puluh satu) SPDP
diberi indeks 3 (tiga);

kurang dari 161 (seratus enam puluh satu)
SPDP diberi indeks 1 (satu).

2. penerimaan berkas tahap 1 dalam 1 (satu) tabun

meliputi:

al

b)

dj

e

lebih dari atau sama dengan 640 (enam ratus
empat puluh} berkas tahap | dengan indeks 9
(sembilan);

480 {empat ratus delapan puluh) sampai
dengan 63% [enam ratus tiga puluh sembilan)
berkas tahap | dengan indeks 7 (fujuh);

320 (tga ratus dua puluh) sampal dengan
479 (empat ratus tujuh puluh sembilan)
berkas tahap | dengan indeks 5 (limaj,

160 (seratus enam puluh) sampai dengan 319
{tiga ratus sembilan belas) berkas tahap |
dengan indeks 5 (lirmay),

kurang dari 160 (seratus enam puluh) berkas

tahap [ dengan indeks 2 (dua),

berkas perkara vang dinyatakan lengkap dalam 1

(satu) tahun meliputi:;

a)

lebih dari atau sama dengan 520 (lima ratus
dua puluh) berkas perkara dengan indeks 9

{sembilan);

bl 390 (dea ratus secmbilan puluh) sampai

dengan 519 (lima ratus sembilan belas)
berkas perkara dengan indeks 7 [tujuhl;



o) 260 (dua ratus enam puluh) sampai dengan
389 (tiga ratus delapan puluh sembilan)
berkas perkara dengan indeks 5 (lima);

d} 130 (seratus tiga puluh) sampai dengan 259
({dua ratus lima puluh sembilan) berkas
perkara dengan indeks 3 (tiga);

#] kurang dari 130 (seratus tiga puluh) berkas
perkara dengan indeks 1 (satu).

perkara vang dilimpahkan ke pengadilan dalam 1

(satu) tahun meliputi:

a) lebih dari atau sama dengan 620 (enam ratus
dua puluh) berkas perkara dengan indeks 9
(sembilan);

b} 465 [empat ratus enam puluh lima) sampai
dengan 619 |enam ratus sembilan belas)
berkas perkara dengan indeks 7 [tujuh);

¢) 310 (tiga ratus sepuluh) sampal dengan 464
([empat ratus enam puluh empat) berkas
perkara dengan indeks 5 (lima);

d) 155 (seratus lima puluh lima) sampal dengan
309 (tiga rtatus sembilan) berkas perkara
dengan indeks 3 (tiga);

e} kurang dari 155 [seratus lima puluh lima)
berkas perkara dengan indeks 1 [satu).

putusan hakim dalam 1 (satu) tahun meliputi:

a} lebih dari atau sama dengan 204 [(dua ratus
empat] putusan dengan indeks 9 (semilan;

b) 153 (geratus lima puluh tiga) sampai dengan
203 |dua ratus tiga) putusan dengan indeks 7
{tujub);

c) 102 |(scratus dua)] sampar dengan 152
lseratus lima puluh dual putusan dengan
indeks 5 (lima);

d] 51 {lima puluh satu} sampai dengan 101
(seratus satu} putusan dengan indeks 3 [tiga);

e) kurang dari 51 (lima puluh =satu) putusan

dengan indeks 1 (satu).



6.

F

jumlah upayva hukum dalam 1 (satu) tahun

meliputi:

a)

b

d)

e}

kurang dart 19 (sembilan belas} upaya
hukum dengan indeks 9 [sembilan);

19 (sembilan belas) sampai dengan 37 (tga
puluh tujuh) upaya hukum dengan indeks 7
(tujuh);

38 (tiga puluh delapan) sampai dengan 56
(ima puluh enam) upaya hukum dengan
indeks 5 (lima};

57 (lima puluh tujuh) sampail dengan 75
(tujuh puluh lima) upayva hukum dengan
mdeks 3 (tgal,

lebih dari atau sama dengan 76 (tujuh puluh
enam| upayva hulkum dengan indeks | (3atu).

jumlah eksekusi dalam 1 (satu) tahun meliputi:

a

bj

d)

e}

lebih dari atau sama dengan 560 (lima ratus
cnam puluh) cksekusi dengan indeks 9
(sembilan];

420 (empat ratus dua puluh) sampai dengan
559 (lima ratus lima puluh sembilan)
eksekusi dengan indeks 7 (tujuh);

280 |dua ratus delapan puluh) sampe:
dengan 419 (empat ratus sembilan belas)
eksekusi dengan indeks 5 (lima);

140 (seratus empat puluh) sampal dengan
279 (dua ratus tujuh puluh sembilan)
ekaekusi dengan indeks 3 (tiga);

kurang dan 140 (seratus empat puluh)
eksekusi dengan indeks | (satu),

tindak pidana ringan dalam 1 (satu] tahun

rmeliput:

a)

lebih dari atau sama dengan 270 (dua ratus
tujuh puluh) perkara dengan indeks 9

{sembilan);



b) 200 [dua ratus) sampal dengan 269 [dua
ratus enam puluh sembilan) perkara dengan
indeks 7 (tujuh);

c) 130 (seratus tiga puluh) sampal dengan 199
(seratus sembilan puluh sembilan) perkara
dengan indeks 5 (lima);

d) 60 (enam puluh) sampai dengan 129 (seratus
dua puluh sembilan| perkara dengan indeks
3 (tigal;

e} kurang dari 60 (enam puluh) perkara dengan
indeks 1 (satu).

0. pelanggaran lalu lintas dalam 1 (satu} tahun
meliputi:

a) lebih dari atau sama dengan 40.000 (empat
puluh ribu) perkara dengan indeks 9
(sembilan);

bl 30.000 (dga puluh nbu) sampail dengan
39.999 (tiga puluh sembilan ribu sembilan
ratus sembilan puluh sembilan) perkara
dengan indeks 7 [tajuh);

¢) 20,000 [(dua puluh ribu) sampai dengan
29,999 (dua puluh sembilan ribu sembilan
ratus sembilan pulubh seminlan) perkara
dengan indeks 5 (lima),

d) 10.000 (sepuluh ribu) sampal dengan 19.999
(sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan
puluh sembilan] perkara dengan mdeks 3
{tigal;

el kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) perkara
dengan indeks 1 (satuy).

b. penanganan perkara tindak pidana khusus dengan
bobot 25% (dua puluh lima persen) terdin atas:
1. jumlah penvelidikan dalam 1 (satu) tahun
meliputi:

a] penyelidikan lebih dari atau sama dengan 7

(tujuh) perkara dengan indeks @ (sembilan);



2.

b} penyelidikan 3 (lima) sampai dengan 6 (enaim)
perkara dengan indeks 7 (tujuh];

¢) penyelidikan 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat)
perkara dengan indeks 5 (lima);

d) penyelidikan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua)
perkara dengan indeks 3 (tiga);

e} tidak ada penyelidikan dengan indeks |
{satu).

jumliah penyidikan dalam 1 (satu] tahun

meliputs

a) penyidikan lebih dari atau sama dengan 7
{tujuh) perkara dengan indeks 9 [sembilan};

b) penvidikan 5 (lima) sampai dengan & (enam)
perkara dengan indeks 7 (tujuh);

c] penyidikan 3 (tiga] sampai dengan 4 [empat)
perkara dengan indeks 3 (lima);

d) penvidikan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua)
perkara dengan indeks 3 (tiga);

e) tidak ada penyidikan dengan indeks 1 [satu).

penerimaan SPDP dalam 1 (satu) tahun meliputi:

al] lebih dan atau sama dengan 11 (sebelas)
SFPDP dengan indeks 9 (sembilan);

b} 8 |(delapan) sampai dengan 10 [sepuluh]
SPDP dengan indeks 7 (tujuh);

¢} 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) SPDP
dengan indeks 5 (limayj;

d} 2 [dua) sampai dengan 4 (empat] SPDP
dengan indeks 3 (tiga);

e} kurang dari 2 (dua) SPDP dengan indeks |
(satu).

penerimaan berkas tahap | dalam 1 (satu) tahun

meliputi:

a} lebih dari atau sama dengan 11 [scbelas)
berkas tahap I dengan indeks 9 (sembilan);

b] 8 (delapan] sampai dengan 10 [sepuluh)
berkas tahap | dengan indeks 7 (tujuh);
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¢} 5 (lima) sampai dengan 7 [tujuh| berkas
tahap [ dengan indeks 5 [limal;

d] 2 {dua) sampai dengan 4 (empat] berkas
tahap I dengan indeks 3 (tiga);

e] kurang dari 2 (dua) berkas tahap [ dengan
indeks 1 (satu).

berkas perkara vang dinyatakan lengkap dalam |

(satu) tahun meliputi:

a) lebih dar atau sama dengan 11 (sebelas)
berkas perkara dengan indeks 9 (sembilan);

h) & (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh)
berkas perkara dengan indeks 7 {tujuhj;

c] 5 {lina) sampai dengan 7 (tujuh) berkas
perkara dengan indeks 5 (lima);

d} 2 (dua) sampal dengan 4 (empat] berkas
perkara dengan indeks 3 (tiga);

e] kurang dari 2 (dua) berkas perkara dengan
indeks 1 (satu).

perkara yang dilimpahkan ke pengadilan dalam 1

(satu) tahun mehputi:

a) lebih dari atau sama dengan 135 (lima belas)
berkas perkara dengan indeks 9 {sembilan),

b} 11 |sebelas) sampai dengan 14 (empat belas)
berkas perkara dengan indeks 7 [tujuh];

¢} T (tujuh) sampal dengan 10 [sepuluh) berkas
perkara dengan indeks 5 (lima);

dy 3 (tiga) sampai dengan 6 [(enam| berkas
perkara dengan ndeks 3 (tiga);

e} kurang dari 32 (tiga] berkas perkara dengan
indeks 1 (satu).

. putusan hakim dalam 1 (satu) tahun meliputi:

a) lebih dari atau sama dengan 11 (sebelas)
putusan dengan mdeks 9 [sembilan);

b) & |(delapan) sampai dengan 10 (sepulub)
putusan denpgan indeks 7 (tujuh);

¢l 5 (lima) sampal dengan 7 [(tujuh} putusan
dengan indeks 5 (limay),



i

=0 &

d} 2 (dua) sampai dengan 4 (empat] putusan
dengan indeks 3 (tiga);
el kurang dari 2 |(dua) putusan dengan indeks |
[satu),
8, jumlah upaya hukum dalam 1 (satu) tahun
meliputi:
a) kurang dari 2 (dua) upaya hukum dengan
indeks 9 |sembilanj;
b}y 2 {(dua) sampai dengan 4 [empat] upayva
hukum dengan indeks 7 (tujuh);
c) 5 (lima) sampai dengan 7 ([najuh) upaya
hukum dengan indeks 5 (Limaj;
dy 8 |[delapan] sampal dengan 10 [sepuluhj)
upaya hukum dengan indeks 3 (tgaj;
e} lebih dari atau sama dengan 11 (sebelas)
upaya hukum dengan indeks 1 (satu).
9. jumilah eksekusi dalam 1 (satu) tahun meliputi:
a} lebih dari atau sama dengan 11 (scbelas)
eksekusi dengan indeks 9 (sembilan);
by & (delapan] sampai dengan 10 (sepuluh)
eksekusi dengan indeks 7 (tujuh);
c} o9 (lima) sampai dengan 7 (tuuh) eksekusi
dengan indeks 5 (lima);
dl 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) eksekusi
dengan indeks 3 (tga);
e} kurang dari 2 |dua) cksekusi dengan indeks 1
(satu).
penanganan perkara perdata dan tata usaha negara
dengan bobot 15% (lima belas persen) terdin atas:
1. perkara perdata dalam 1 {satu] tahun:
a) lebih dari atau sama dengan 4 (empat)
perkara dengan indeks 9 (sembilan);
by 3 (tiga) perkara dengan indeks 7 (tujuhj;
c) 2 (dua] perkara dengan indeks 3 (lima);
d] 1 {satu} perkara dengan indeks 3 (tiga);
e] tidak ada perkara, dengan indeks 1 (satu).



ey |

2. perkara tata usaha negara dalam 1 (satu) tahun
meliputi:

al lebih dari atau sama dengan 4 (empat)
perkara dengan indeks 9 [sembilan);

by 3 (tiga) perkara dengan indeks 7 [tujuh),

c) 2 |dua} perkara dengan indeks 5 (lima);

d) 1 (satu) perkara dengan indeks 3 {tiga),

e} tidak ada perkara, dengan indeks 1 (satu).

3, pertimbangan hukum dalam 1 (satu] tahun
melipati:

a) lebih dari atau sama dengan 11 ([sebelas)
pertimbangan hukum dengan indeks 9
isembilan);

b) 8 (delapan) sampai dengan 10 [(sepuluh)
pertimbangan  hukum dengan  indeks 7
{tujuhl;

e 5 (lima)] sampal dengan 7  (tujuh)
pertimbangan hukum dengan indeks 5 (lima);

d) 2 (dua) sampai dengan 4 (empat)
pertimbangan hukum dengan indeks 3 (tga);

e) kurang dari 2 (dua) pertimbangan hukum
dengan indeks 1 (satu).

4. pemulihan dan perlindungan hak (PPH) dalam 1
|satu) tahun meliputi:

a) lebih dari atau sama dengan 4 (empat] PPH
dengan indeks 9 (sembilan);

b) 3 (tiga] PPH dengan indeks 7 (tujuh);

c] 2 (dua) PPH dengan indeks 3 ({lima);

d)] 1 (satu} PPH denpan indeks 3 (tga);

e] tidak ada PPH, dengan indeks 1 (satu).

3. Memorandum of Understanding (MoU) dalam 1

(satiz) tahun meliputs;

a) lebih dari atau sama dengan 11 (sebelas)
Mol dengan indeks 9 (sembilan),

b} B [delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) Mol
dengan indeks 7 (tajuh);



c)

d

c)

B o

5 (lima) sampai dengan 7 {tujuh) MoU dengan
indeks 5 (lima);
2 (dua| sampai dengan 4 (empat) MoU dengan
mdeks 3 (tiga);
kurang dari 2 {dua) MoU dengan indeks |

Isatul.

Surat Kuasa Khusus (SKK) dalam 1 (satu)] tahun

melipuit:

aj

b)

c)

d}

€|

lebih dari atau sama dengan 11 [sebelas) SKK
dengan indeks 9 (sembilan|;

& [delapan] sampail dengan 10 (sepuluh) SKK
dengan indeks 7 (tujuh),

3 (lima) sampal dengan 7 (tujuh) SKK dengan
indeks 5 {lima);

2 |dua) sampai dengan 4 (empat) SKK dengan
indeks 3 (tiga);

kurang dari 2 (dua} SKK dengan indeks 1

[satu).

d. pelaksanaan tugas intelijen dengan bobot 20% (dua

puluh persen) terdin atas:

1.

jumiah operasi intelijen yustisial dalam 1 (satu)

tahun meliputi:

a)

=

c)

lebih dari atau sama dengan 5 (lima) kegiatan
dengan indeks 8 (delapan);

3 (bga) sampar dengan 4 |(empat) kegiatan
dengan indeks 5 (lima),

kurang dari 3 (tiga) kegiatan dengan indeks 2
(duaj.

kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan

hukum dalam 1 (satu) tahun meliputi:

al

b

c)

lebih dari atan sama dengan 4 |empat)
kegiatan dengan indeks 8 [delapan);

2 [dua) sampal dengan 3 (tiga] kegiatan
dengan indeks 5 (lima);

kurang dari 2 (dua) kegiatan dengan indelss 2
fdua).



- 14 -

kegiatan Jaksa Masuk Sckolah dalam 1 (satu)

tahun meliputi:

a) lebih danm atau sama dengan 4 (empat)
kegiatan dengan indeks 8 [delapan),

b 2 (dua) sampai dengan 3 [tiga) kegiatan
dengan indeks 5 (lima);

¢} kurang dari 2 ([dua) kegiatan dengan indeks 2
{dua).

kegiatan pengawasan aliran kepercayaan dan

aliran keagamaan dalam masvarakat (Pakem)

dalam 1 (satu) tahnan meliputi:

al lebih dan atau sama dengan 4 [(empat)
kegiatan dengan indeks 8 (delapan);

b) 2 [dua) sampai dengan 3 [tiga) kegiatan
dengan indeks 5 (lima);

e kurang dari 2 ([dua) kegiatan dengan indeks 2
(dual.

kegiatan forum komunikasi pimpinan daerah

(Forkopimda) dalam 1 [satu] tahun meliputi:

a) lebih dari atau sama dengan 11 (sebelas)
kegiatan dengan indeks 8 (delapan];

b) © (enam) sampai dengan 10 (sepuluh)
kegiatan dengan indeks 5 (limaj;

¢} kurang dari 6 (enam| kegiatan dengan indeks
2 [dua).

kegiatan koordinasi antar instansi/organisasi

kemasyarakatan dalam | (satu)] tahun mehputi:

a) lebih darni atau sama dengan 11 (sebelas)
kematan dengan indeks 8 {delapan);

b) 6 (enam) sampai dengan 10 [sepuluh)
kegiatan denpgan indeks 5 (lima);

¢) kurang dari 6 (enam) kegiatan dengan indeks
2 (dual,

kegiatan pengamanan pembangunan strategis

daerah dalam 1 (satu) tahun meliputi:

a) lebih dari atau sama dengan 11 (sebelas)
kegiatan dengan indeks 8 (delapan);



=
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b) & (enam) sampal dengan 10 (sepuluh)
kegiatan dengan indeks 5 {hima},;

¢} kurang dan 6 (enam) kegiatan dengan indeks
2 (dua).

. kegiatan jaringan masyarakat ant KKN dalam 1

[satu) tahun meliputi;

a) lebih dari atau sama dengan 4 (empat)
kegiatan dengan indeks 8 (delapan);

b) 2 [dua) sampai dengan 3 (tiga] kegiatan
dengan indeks S (lima);

c] kurang dari 2 [dua) kegiatan dengan indeks 2
dua).

kegiatan pelacakan aset dalam 1 (satu) tabun

meliput

a) lebih dari atau sama dengan 4 (empat)
kegiatan dengan indeks & (delapan);

bl 2 [dua) sampal dengan 3 (tiga) Kegiatan
dengan indeks 5 (lima),

¢} kurang dan 2 |[dua} kegiatan dengan indeks 2
{dua).

Unsur penunjang dengan bobot 15% (lima belas

persen) lerdiri atas:

1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNEBEP) dalam |

(satu) tahun meliputi:

a) lebih dari atau sama dengan RpS500.000.000
(lima ratus juta rupiah) dengan indeks 9
[sembilan);

b} REp250.000.000 [dua ratus lima puluh juta
rupiah)] sampai dengan Rp499.999. 099
[empat ratus sembilan puluh sembilan juta
sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu
sembilan ratus sembilan puluh sembilan
rupiah) dengan indeks &6 (enamj;

¢) kurang dari Rp250.000.000 [dua ratus lima
puluh juta rupiah) dengan indeks 3 [tiga).
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. jumlah inovasi pelayanan publik yang telah

operasional minirmal 1 (sata) tahun meliputi:

a) lebih dan atau sama dengan 4 (empat)
inovasi dengan indeks 9 (sembilan);

b} 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) inovasi dengan
indeks © ([enam);

c] kurang dari 2 (dua) inovasi dengan indeks 3
[tiga).

kondisi geografis wilayah meliputi:

ga) perairan dan daratan dengan indeks 0
[sembilan);

b} daratan dengan indeks 5 (limal.

luas wilayah meliput:

a) lebih dar atau sama dengan dari 7.000
(tujuh ribu) km? dengan indeks 9 (sembilan);

b} 1.800 (seribu delapan ratus) km® sampai
dengan 6999 |enam ribu sembilan ratus
sembilan puluh sembilan) km® dengan indeks
& (enam)j;

e} kurang dari 1.800 (seribu delapan ratus) km®
dengan indeks 3 (tigal.

lokasi/tempat meliputi:

al Ibu Kota Negara dengan indeks 9 (sembilan);

bl Ibu Kota Provinsi dengan indeks 6 [enam);

c) Kota atau Kabupaten dengan indeks 3 (tiga).

. jumlah penduduk meliputi:

al] Ilebih danm atau sama dengan 880.000
{delapan ratus delapan puluh  ribu] jiwa
dengan indeks 9 (sembilan);

by &60.000 [enam ratus enam pulub ribu)
sampai dengan 879.999 (delapan ratus tujuh
puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan
puluh sembilan] jiwa dengan indeks 7 [tujuh};

c) 440.000 (empat ratus empat puluh ribu)
sampail dengan 659.999 (enam ratus lima
puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan

puluh sembilan) jiwa dengan indeks 5 (lima);



10.

d|

€]

i

220.000 (dua ratus dua puluh nbu) sampai
dengan 439,990 {empat ratus tiga puluh
sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan) jiwa dengan indeks 3 (tiga);

kurang dari 220.000 ({dua ratus dua puluh
ribu) jiwa denpgan indeks 1 {satu),

jumlah orpganisasi kemasyarakatan/lembaga

sosial masyarakat meliputi

aj

b)

c)

lebib dari atau sama dengan 30 (tiga puluh)
dengan indeks 9 (sembilan};

16 {enam belas) sampai dengan 29 [dua
puluh sembilan) dengan indeks 6 {enamj;
kurang dari 15 (lima belas) dengan indeks 3

[tigal.

jumlah pegawai (Jaksa dan Tata Usaha) meliputi:

a)

b)

c

lebih dari atau sama dengan 40 (empat
puluh) dengan indeks 9 (sembilan|;

20 (dua puluh| sampai dengan 39 (tiga puluh
sembilan) dengan indeks 6 {enam);

kurang dari 20 [dua puluh} dengan indeks 3
tigal.

nilai pencapaian kinerja meliputi:

al

bj

c)

lebih dan atau sama dengan 90 ([sembilan
puluh) dengan indeks 9 {sembilan);

B0 (emam puluh) sampal dengan 89 (delapan
puluh sembilan) dengan indeks 6 (enamy,

kurang dari 60 [enam puluh) dengan indeks 3

{tiga).

persentase realisasi anggaran meliputi:

ajl

bl

lebih dari atau sama dengan 90% (sembilan
puluh persen) dengan indeks 9 (sembilan);
60% (enam puluh persen] sampail dengan
899 (delapan puluh scmbilan persen)
dengan indeks & (enamj;

kurang dari 60% [enam puluh persen| dengan
indeks 3 (tiga).
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(L)
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perhitungan Nilai Akhir Tipelogi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam formulir perhitungan
Nilai Akhir Tipologi.

Bentuk dan format formulir perhitungan Nilai AKhir
Tipelogi sebagaimana dimaksud pada avat (2) tercantum
dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

BAB IV
TATA CARA PENINGKATAN TIPOLOGI

Pasal 8
Kepala  Kejaksaan  Negeri  selaku  Pemrakarsa
mengusulkan peningkatan Tipologi kepada Jaksa Agung
melalui Kepala Kejaksaan Tinggi.
Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melampirkan  proposal  dan  formulir indikator

peningkatan Tipologi.

Pasal 9
Berdasarkan usulan peningkatan Tipologl sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 avat (1), Jaksa Agung
memerintahkan Tim Teknis untuk melakukan studi
kelayakan.
Studil kelavakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melipuati:
a. peninjavan lapangan untuk melakukan verifikasi
proposal dengan kondisi riil; dan
b. pengkajian atas persyaratan dan perhitungan nilai
akhir Tipologi.
Hasil studi kelayakan schagaimana dimaksud pada ayat
{2) dituangkan dalam laporan hasil studi kelayakan
Tim Teknis melaporkan hasil studi kelayakan kepada
Jaksa Agung disertai rekomendasi dapat atau tidaknya
peningkatan Tipolog:.
Format laporan hasil stadi kelavakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran
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yvang merupakan bagian tidak terpisahkan  dan

Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 10
(1} Atas laporan hasil studi kelayakan dari Tim Teknis,
Jaksa Apgunpg memutuskan menyetujul atau tdak
menyetujui peningkatan Tipologi.
(2) Untuk memutuskan persetujuan peningkatan Tipologi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jaksa Agung
dapat mengadakan rapat pimpinan.

Pasal 11
Jaksa Agung menetapkan peningkatan Tipologi setelah
mendapathan persetupaan dari menter vang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di | bidang

pendayagunaan aparatur negara.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasgal 12

(1) Pada saat Peraturan Kejaksaan ini berlaku, Kejaksaan
Negeri Tipe A wyang telah ditetapkan berdasarkan
Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-011/J.A/01 /1997
tentang Kntena Tipologn Kejaksaan Negeri Tipe A dan
Tipe B wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam
Peraturan Kejaksaan ini paling lama 2 (dua) tahun sejak
periode anggaran tahun 2020 berakhir.

(2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berakhir, Kejaksaan Negeri Tipe A yang perhitungan
nilai akhir tipologinya turun menjadi tipe B dilakukan
evaluasi dan apahila belum memenuhi kriteria sebagai
Kejaksaan Negeri tipe A, ditetapkan menjadi Kejaksaan
Negeri tipe B.
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BAB V1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku, Keputusan
Jaksa Agung Nomor: KEP-011/J.A/01/1997 tentang Kriteria
Tipologi Kejaksaan Negeri Tipe A dan Tipe B dicabut dan
dinvatakan tidak berlaku.

Paszal 14

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



=T =

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan  Kejaksaan ini  dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tangeal 1 September 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN

Diundangkan di.Jakarta
pada tanggal 8 September 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REFPUB INDONESIA,

BERITA HEGA%A EFUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1007
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LAMPIRAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG
KRITERIA PENENTUAN TIPOLOGI KEJAKSAAN

NEGERI

A. Bentuk dan Format Proposal Peningkatan Tipologi

P ;E:_'ﬁ KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
! 1i j} KEJAKSAAN TINGGI ............
S KEJAKSAAN NEGERI ......

PROPOSAL PENINGKATAN TIPOLOGI KEJAKSAAN NEGERI

A. LATAR BELAKANG

..........................................................................................................

1. Geografis
1.1. Peta Kabupaten/Kota®

1.2, PBatas wilayah Kabupaten/Kota* secara geografis terletak

pada koordinat ...... dan batas wilavah sebagai benikut;
Utara

Selatan

Barat

Waktu yang berlaku di Propinsi/RKabupaten /Kota® yaitu

1.2. Kabupaten/Kota* terdiri dan .... sebagai berikut:

| No. | Kabupaten / Kota/Kecamatan 1bu kota

Lt Ventniniinie fa i bihias s || | scecmem et v i A A

B it ettt | res e e i
| !




.

2. Demografis
J. Potensi Alam
4. Spgial dan Politik

B. RUMUSAN MASALAH
{Apakah Kejaksaan Negeri ......... perlu ditingkatkan tipologinya
menjadi Kejari Tipe A?)

C. DATA PENDUKUNG

1. Luas tanah, luas bangunan gedung kantor Kejan serta [asilitas
lain {dibangun tahun berapa dan direhab tahun berapaj.

2. Anggaran dan realisasi/persentase penggunaan anggaran sampal
sgal pengajuan usujan,

3. Jumlah pegawai dan lormasi.

4. Keberadaan kendaraan operasional, rumah dinas dan aset BMN
lainnva.

5. Jumlah penanganan perkara dalam 2 (dua) tahun terakhar.

3 PR« |1

D. PEMBAHASAN

E. KESIMPULAN DAN SARAN
Demikian proposal kami untuk menjadi bahan pertimbangan.
Dikeluarkan di .......

pada tanggal
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

CATATAN:
*| coret vang tidak perlu
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B. Bentuk dan Format Formulir Indikator Peningkatan Tipologi

A AoA

=,
:TE (i =

i

V

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI .........

KEJAKSAAN NEGERI ......

FORMULIR INDIKATOR PENINGKATAN TIPOLOGI KEJAKSAAN NEGERI

IDENTITAS RESPONDEN

NAMA
BANGEKAT = lanseEaduss
JABATAN
KEJAKSAAN NEGERI TIPE : A/BY
NO.| DIMENS] | INDIKATOR ihidai
PER TAHUN
1. | Perkara penenmaan SPDF | peri:ara
Tindak penerimaan berkas tahapl | .ovcviieneen perkara
Pidana 3. berkas petkars  FANR | perkara
Umum dinyatakan lengkap
4, perkara yang dilimpahkan | ............... perkara
ke pengadilan
5. putusan haldm @000 i perkara
6. jumlah upaya hukum | ... perkara
7. jumlah eksekusi 0| el perkara
B. tindak pidana ringan = | ... perkara
_ 9. pelanggaran lalu lintas perkara |
2. | Perkara 10, jumilah penyelidikan | ... perkara
Tindak 11. jumlah pcn};i_&ﬂian perkara
Fidana 12. penerimaan SPDP | .. perkara
Khusus | 13. penerimaan berkas tahap 1 | ..o perkara
14. berkas perkara yang | perkara
dinvatakan lengkap
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JUMLAH
NO.| DIMENSI INDIKATOR
PER TAHUN
15, perkara yvang dilimpahkan | .......c.ocoee. perkara
ke pengadilan
16. putusan haldm = | e perkara
17. jumlah upaya hukum [ .......occoeen perkara
18, jumlah ekseckusi 00 [ perkarsa
3. | Perkara 19, perkara perdata periara
Perdata 20, perkara tata usaha negara | ....cccoeeens perkara
dan Tata | 21. pertimbangan hukum | ... perkara
Usaha 22. pemulihan dan =~ | .occceann perkara
N perlindungan hak
548 "33 Memorandum OF | wrrverrerrrrneres MU
Understanding (Moll)
24. Surat Kuasa Khusus [SKK) SKK
4. |Intelijen | 25.jumlah operasi intelijen | ............. kegiatan
_yustisial
26. kegiatan penyuluhan kegiatan
hukum dan penerangan
hukum =
27. kegiatan Jaksa  Masuk e kKeglatan
sSekolah
28 kegiatan Pakem =0 | .aoeens kegiatan
' 29, kegiatan Forkopimda -orr. kegiatan
[ 30, kegiatan koordinasi antar .. kegiatan
instansi/ormas
31. kegiatan Pengamanan .. kegiatan
Pembangunan Strategis di
daerah
32 kegiatan jaringan .. Kegiatan
masyarakat anti KKN
33. kegiatan pelacakan aset kegiatan
5. | Data 34. Penerimaan H:Eé.ra Bulean | Bp: cooviaiiieimiver s
: Pajak (PNBF)
TeRa0g 35, jumlah inovasi pelayanan rresreeres IIOVAS]
publik vang telah :
SR WO o pelayvanan pubhk
tahun
36. kondisi geografis wilayah®): |a, perairan dan

daratan

b. daratan

37. luas wilayah:




S

JUMLAH
NO.| DIMENSI INDIKATOR N
38, lokasi/tempat: a. Ibu Kota Negara
b. Ibu Kota Propinsi
c. Kota/Kabupaten
39 jumlah pendudul: 0 | orang
40. jumlah organisasi 00 | .o
lemasyarabaian/ Lo | rgaiaas
kemasvarakatan
/lembaga sosial
masyarakat
' 41. jumlah pegawai [Jaksa dan | ........cco... Jaksa
Tat Usehalt | Tata Usaha |
42. nilai pencapalan Kinerja: | ...oooeemiiaiien |
43. persentass realiman | o To
Anggaran.
ket

*] dipilih dengan melingkar salah satu

(kepala Kejaksaan Negeri ............




.

C. Bentuk dan Format Formulir Perhitungan Nilai Akhir Tipologt

L &

Al o KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

% KEJAKSAAN TINGGI ....crvvnne.
St o KEJAKSAAN NEGERI ......

FORMULIR PERHITUNGAN NILAI AKHIR TIPOLOGI KEJAKSAAN NEGERI

DIMENSI

DAN INDEKS
NO. INDIKATOR :
BOBOT fi}

(i}
1. | Perkara 1. penerimaan SPDP per tahun:

Tindak a. lebih dari atau sama dengan 644
Pidana SPDP

Umum b.483 s.d. 643 SFDP

FIH0E c. 322 s.d. 482 SPDP

d.161 &.d. 321 SFDP

e. Kurang dan 161 SFDP 1

G W =1 B

2. penenmaan berkas tahap [ per
tahun:
a.lebih dari atau sama dengan 640

herkas tahap I

b. 480 s.d. 639 berkas tahap |
¢, 320 s.d. 479 berkas tahap 1
d. 160 s.d. 319 berkas tahap | 3
e, kurang dari 160 berkas tahap | |

3. berkas perkara vang dinyatakan

lengkap per tahun:

a.lebih dari atau sama dengan
520 berkas perkara

b. 390 s.d. 519 berkas perkara

¢, 260 s.d. 389 berkas perkara

d. 130 s.d. 259 berkas perkara

c.kurang dan 130 berkas
perkara

a th =~] O

=3
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NO.

DIMENSI
DAN
BOBOT

fet)

INDIKATOR

INDEKS
il

4,

perkara yang dilimpahkan ke

pengadilan per tahun:

a. lebih dari atau sama dengan
520 berkas perkara

b.465 s.d. 619 berkas perkara

c. 310 s.d. 464 berkas perkara

d. 155 s.d. 309 berkas perkara

e kurang dan 155 Dberkas
perkara

O EM N

putusan hakim per tahun:

a.lebih darn atau sama dengan
204 putusan

b, 153 s.d. 203 putusan

e, 102 s.d. 152 putusan

d. 51 s.d. 101 putusan

e, Kurang dari 51 putusan

e B =

[ = I+ | |

6.

jumlah upaya hukum per tahun:

a. kurang dari 19 upaya hukum

b. 19 s.d. 37 upaya hukum

c. 38 s.d. 56 upaya hukum

d.57 s.d. 75 upaya hukum

e. lebih dari atau sama dengan 76
upaya hukum

-] O

ol Y B |

T

jumlah cksekus per tahun:

a.lebih dar atau sama denpan
o600

b.420 s.d. 559

c. 280 s.d. 419

d. 140 s.d. 279

c. kurang dari 140

e B

=




e L

NO,

DIMENS]
DAN
BOBOT

(el

INDIKATOR

INDEKS

B.

tindak pidana ringan per tahun:

a. lebih dari atau sama dengan
270 perkara

b. 200 s.d. 269 perkara

c. 130 s.d. 199 perkara

d. 60 s.d. 129 perkara

e. Kurang dari 60 perkara

= N =1 D

pelangparan lalu lintas per

tahun:

a. lebih dari atau sama dengan
40.000 perkara

b. 30.000 s.d. 39,999 perkara

¢. 20,000 s5.d. 29,0990 perkara

d. 10.000 s.d. 19.999 perkara

e. Kurang dari 10.000 perkara

=Wt =] WD

Perkara
Tindak
Pidana
Khusus
25%

10. jumlah penyehdikan per tahun:

a. penyelidikan lebih dari atau
sama dengan 7 perKara

b. penyelidikan 5 s.d. 6 perkara

c. penyelidikan 3 s.d. 4 perkara

d. penyelidikan 1 s.d. 2 perkara

e. tidak ada penyelidikan

~ O

— W

11. jumlah penyidilkkan per tahun:

a. penyidikan lebih dari atau
sama dengan 7 perkara

b. penyidikan 5 s.d. & perkara

c. penvelidikan 3 s.d. 4 perkara

d. penvidikan 1 s.d. 2 perkara

e. tidak ada penyidikan

= L2 W =]
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MO

DIMENSI

DAN
BOBOT

id)

INDIKATOR

12,

penerimaan SPDP per tahun:

a. lelih dar atau sama dengan
11 SPDP

h.:8 s.d. 10 SPDP

c. 9 s.d. 7V 3PDP

d.2 s.d. 4 3PDP

e. kurang dari 2 3PDP

INDEKS
(i}

Lo =1 W0

mmd

L&,

penerimaan berkas tahap I per

tabiin:

a. lebih dan atau sama dengan
11 berkas tahap I

b.8 s.d. 10 berkas tahap |

c. 5 8.d. T berkas tahap |

d. 2 5.d. 4 berkas tahap |

e, kurang dari 2 berkas tahap |

= L LN =] WD

14,

berkas perkara vang dinyatakan
lengkap (P21) per tahun:
a. lebih dari atau sama dengan
11 berkas perkara
b, & s.d. 10 berkas perkara
c. 5 8.d, 7 berkas perkara
d. 2 5.d. 4 berkas perkara
e. kurang dari 2 berkas perkara

=] 0

el ¢

15.

perkara wvang dilimpahkan ke
pengadilan per tabun:
a. lebih dari atau sama dengan
15 berkas perkara
b. 11 s.d. 14 berkas perkara
c. 7 s.d, 10 berkas perkara
d. 3 s.d. & berkas perkara
e. kurang dari 3 berkas perkara

= 3 £h =1 0
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NO.

. DIMENSI
DAN
BOBOT
{d}

INDIKATOR

INDEKS
(i

L&,

putusan hakim per tahun:

a. lebih dar atau sama dengan
11 putusan

b. 8 =.d. 10 putusan

c. 3 8.d. 7 putusan

d. 2 s.d. 4 putusan

a. kurang dari 2 putusan

= L =] WP

17. jumlah upaya hulkum per tahun:

a. Kurang dari 2 upava hukum

b.2 s:d. 4 upava hukum

c. b s.d. 7 upaya hukum

d.8 s.d. 10 upaya hukum

e. lebih dari atau sama dengan
11 upaya hukum

=]

— L n

18.

jumnlah eksskusi per tahun:

a, lebih dari atau sama dengan
11 eksekusi

b.8 s.d. 10 eksekusi

¢. 5 s.d. 7 eksekusi

d. 2 s.d. 4 eksekusi

a. kurang dari 2 eksekusi

= doon =] 0

Perkara
Perdata
dan Tata
Usaha
Negara
15%

19.

perkara perdata per tahun:

a. lebih dan ateu sama dengan 4
perkara

b. 3 perkara

c. 2 perkara

d. 1 perkara

a. tidak ada perkara

= L en =] O

20.

perkara tata usaha negara per

tahwun:

a. lebih dan atau sama dengan 4
perkara




L

NGO,

- DIMENSI

DAN
BOBOT
(i)

INDIKATOR

INDEKS
(i)

b. 3 perkara
¢, 2 perkara

d. 1 perkara
e. tidak ada perkara

= oo =]

# 4

pertimbangan hukum:

a. lebih dari atau sama dengan
11 pertimbangan hukum

b. 8 =.d. 10 pertimbangan hukum

c. 5 s.d. 7 pertimbangan hukum

d.2 s.d. 4 pertimbangan hukum

e. urang dari 2 pertimbangan
hukum

L th

232,

pemulihan dan perlindungan

hak:

a, lebih dari atau sama dengan 4
PPH

b.3 PPH

c. 2 PPH

d.1 PPH

e. tidak ada PPH

- W~

[23.

Memorandum of Understanding

(Moll):

a. lebih dari atau sama dengan
11 Mol

b.8 s.d, 10 MolU

¢. 2 sd. 7 Mol

d.2 s.d. 4 Moll

e Kurang dari 2 Mol

= L &n =] b

24,

Surat Kuasa Khusus (BKK):

a. lebih dari atau sama dengan
11 SKK

b.& s.d. L0 SKK
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. DIMENSI
NG, WA INDIKATOR INDFES
BOBOT (1)
fd}
c. 5 5.d. 7 SKK 5
d. 2 s.d. 4 S8KK 3
e. Kurang dan 2 SKK
4, | Intelijen 25, jumlah operasi intelijen yustisial
20% per tahun:
a.lebih dari atau sama dengan 3
kegiatan 8
b. 3 =.d. 4 kegiatan
c. kurang dar 3 kegiatan p)
26, kegiatan penyuluhan hukum dan
penerangan hukum per tahun;
a. lebih dari atau sama dengan 4
kegiatan fa)
b.2 s.d, 3 kegatan 5
c. kurang dari 2 kegiatan 2
27. kegiatan Jaksa Masuk Sckolah
per tahun:
a. lebih dari atau sama dengan 4
kegiatan 8
b.2 s.d. 3 kegiatan
c. kurang dari 2 kegiatan o
28 kegiatan pakem per tahun:
a, letah dan atau sama dengan 4
kegiatan 8
b.2 s.d, 3 kegiatan
¢. kurang dari 2 kegiatan 2
20, kegiatan forkopimda per tahun;
a. lebih dari atau sama dengan
11 kegiatan B
b. 6 5.d. 10 kegiatan 5
. kurang dari 6 kegiatan 2
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" DIMENSI |
DAN INDEKS
NO. INDIKATOR i
BOBOT (i
@
30, kegiatan _ koordinasi _ aniar
instansi/ormas per tahun:
a. lebih dan atau sama dengan
11 kegiatan 8
b.6 s.d, 10 kegiatan 5
¢. kurang dari 6 kegiatan 2
31, pengamanan pemmbangunan
strategs:
a. lebih dari atau sama dengan 8
11 kegiatan 5
b.& s5.d. 10 kegiatan 2
c. kurang dari 6 kegiatan
32 kegiatan jaringan masyarakat
anti KKN per tahun:
a. lebih dan atau sama denpgan 4
| kegiatan A
| b.2 s.d. 3 kegiatan 5
| ¢. kurang dari 2 kegiatan 2
| 33. kegiatan pelacakan aset per
tahun:
a. lebih dari atau sama dengan 4
kegiatan
b. 2 s.d. 3 kegiatan 5
c. kurang darn 2 kegatan
5. |Data 34. Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penunjang (PNBP) per tahun:
15%, a. lebih dari atau sama dengan
Rp.500.000.000 9
b. Rp.250.000.000 s.d.
Rp.499,999,999
¢. kurang dan REp.250.000,000 3
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NO. INDIKATOR :
BOBOT Y
{d)
35, jumlah inovasi pelavanan publik
vang telah operasional minimal ]
tahun:
a. lebih dari atau sama dengan 4
Inovasi 9
b. 2 s.d. 3 inovasi
e kurang dari 2 inovasi 3
36. kondisi geografis wilayah:
a.perairan dan daratan o
b.daratan 2
37. luas wilayah:
a. lebih dari atau sama dengan
7.000 km? 9
b. 1.800 s.d. 6.999 km* 6
¢. kurang dari 1.800 km? 3
38. lokasi/tempat:
a.1bu kota negara ]
b.ibu kota propinsi &
¢. kota/kabupaten 3
_ﬁ.jh-;ﬁ-lz't::hwnduduk‘.
a. lebih dan atau sama dengan
880.000 jiwa g
b. 660.000 jiwa s.d. 879.999 jiwa 7
c. 440.000 jiwa s.d. 659.999 jiwa 5
d. 220,000 jiwa s.d. 439.999 jiwa 3
e. kurang dari 220.000 jiwa 1
40, jumlah organisasi
kemasyarakatan/lembaga sosial
masyarakat:
g. lebih dar atau sama dengan
30 9
b. l6sd. 29 (&
c. kurang dari 15 3
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DIMENSI
DAN INDEKS
INDIKATOR ;
BOBOT (1
(et}

41, jumlah pegawai [Jaksa dan Tata
Usaha):
a. lebih dan sama dengan 40

pegawai 9

b. 20 s.d. 39 pegawail 6

¢. kurang dari 20 pegawai 3
42. nilal pencapaian kinerja:

a. lebih dari sama dengan G0 9

b.60 s.d. 89 6

c. kurang dari 60 3

—cmamo

43. persentase realisasl anggaran:

a. lebih dan sama dengan 90% 9
b. 60% s.d. 89%
¢. kurang dari 60% <

Rumus perhitungan nilai akhir Tipologi Kejaksaan Negeri:

NA=
1+ i2= i34+ (546t 0T +iBe 19 M0+i11+i12+i13+i14+i15+ iL6+17+i10
d (BRS¢ a2 (22 . ) +
19+ 20+ 2 1+i22+023=i24 25126+ E728+ 2940+ 31406532 - (33
3( : |+ da 2 )+
- {IEHEE+BEH3?+EEHH+M+[41+IH -u-u)}
10
Keterangan:

NA = Nilau Akhir Tipologi
d = Bobot dimensi

I = ndeks
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D. Format Laporan Hasil Studi Kelayakan
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‘*:_L‘ KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
45 KEJAKSAAN AGUNG

LAPORAN HASIL STUDI KELAYAKAN
FPENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Tujuan dan Sasaran
DASAR

DATA DAN FAKTA
Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam menentukan
suatu tujuan, perlu dilakukan analisis untuk melihat kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan serta faktor pendukung sehingga
akan dipercleh suatu gambaran vang jelas mengenai keberadaan suatu
organisasi pada daerah pengembangan.
Faktor vang dapat memengaruhi dan menunjang peningkatan
Tipologi Kejaksaan Negen adalah:
a. Faktor Kekuatan {Peraturan Perundang-undangan, Kepegawaian dan
Anggaran, Barana dan Prasarana, dan Dukungan Kemuspidaan)
b. Faktor Kelemahan
¢. Faktor Peluang
- Aspek Kelembagaan
- Aspek Geografis
d. Faktor Tantangan dan Ancaman

V. KESIMPULAN DAN SARAN
Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan.

Dikeluarkan da
pada tanggal
Tim Teknis
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